BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2026

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun
2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan
sehubungan dengan mendukung pelaksanaan kegiatan
pada beberapa Perangkat Daerah khususnya untuk
pemenuhan Readiness Criteria (RC) Pembangunan Jalan
Bypass Port to Port dan penyelesaian belanja Perangkat
Daerah yang bersifat wajib dan mendesak serta menjadi
Prioritas Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur
Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);



9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025 Nomor 15).

10. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran 2026  (Berita  Daerah  Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 36) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran 2026  (Berita  Daerah  Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 36) yang telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

a. Nomor 3 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2026 Nomor 3);

b. Nomor 5 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2026 Nomor 5);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I, Ringkasan Penjabaran APBD
yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran II, Penjabaran APBD menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Juni 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

ABUL CHAIR
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK\ASASI MANUSIA,

UBAIDI
NIP. 19790607 200501 1 012



